SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun
2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



11.

12.

13.

14.

15.

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun
2023 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun
2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 23 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengadaan Dana Cadangan untuk
Pemilihan Bupati Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Nunukan 2023 Nomor 23;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah. Perubahan

APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024

berjumlah Rp.2.307.069.408.770,00 (Dua triliun tiga ratus tujuh miliar enam
puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah
rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah Rp. 2.000.382.098.258,54

b. belanja daerah

Rp. 2.307.069.408.770,00

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan
2. pengeluaran

defisit/surplus Rp. (306.687.310.511,46)
Rp. 309.687.310.511,46

Rp. 3.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 306.687.310.511,46

Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula
berjumlah Rp. 2.020.964.995.989,00 (Dua triliun dua puluh miliar sembilan
ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp.
286.104.412.781,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar seratus empat juta
empat ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga
menjadi Rp. 2.307.069.408.770,00 (Dua triliun tiga ratus tujuh miliar enam
puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah

1. semula Rp. 1.837.974.248.257,00

2. bertambah / (berkurang) Rp. 162.407.850.001,54

jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 2.000.382.098.258,54
b. belanja daerah

1. semula Rp. 2.020.964.995.989,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 286.104.412.781,00

jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.307.069.408.770,00
c. pembiayaan daerah
1. penerimaan pembiayaan

a) semula Rp. 185.990.747.732,00
b) bertambah/(berkurang) Rp. 123.696.562.779,46
jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 309.687.310.511,46
2. pengeluaran pembiayaan
a) semula Rp. 3.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp. 306.687.310.511,46
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri

dari:

Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 September 2024

BUPATI NUNUKAN,
ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 5 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 14




